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ABSTRACT  
It organizes marriage property, either the property brought to a marriage 
by either side or joint property so that it can make legal certainty in controlling 
and utilizing it in the married life and in the post-divorce. The problems of the 
research were as follows: how about the regulation on making marriage contract 
based on the prevailing legal provisions, the Islamic point of view on a marriage 
contract made by the Islamic Indonesian citizens, and the practice in marriage 
contracts among the Islamic Indonesian citizens in Medan. The research used 
judicial normative and descriptive analytic methods in order to analyze the 
prevailing regulations in marriage such as Law No. 1/1974, Compilation of the 
Islamic Law (KHI), based on the Qur’an and Hadists. The data were gathered by 
conducting interviews with the Islamic married couples, the Islamic scholars, 
judges, and notaries in Medan who had the capability of being informants and 
source persons. 
The result of the research showed that the regulation on marriage contract 
is stipulated in Article 29 of Law No. 1/1974 on Marriage,  Article 47 until Article 
52 of KHI (Compilation of the Islamic Law), and Article 139 until Article 154 of 
the Civil Code. The Islamic law does not explicitly regulate marriage contract. 
Besides that, there is no single verse in the Quran and Hadists which forbids 
someone to make a marriage contract as long as it is not contrary to the Islamic 
doctrine and it gives the benefit to the married couples. 
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I. Pendahuluan 
Perkawinan merupakan suatu yang sakral yang begitu melembaga bagi 
negara Indonesia yang pluralis baik dari segi budaya, adat maupun agama. 
Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang 
dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila 
membaca defenisi perkawinan yang termuat di dalam Pasal 1 Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas maka dapat dikatakan 
bahwa perkawinan adalah suatu adalah bersifat sakral yang menyatukan seorang 
pria dan seorang wanita secara lahir maupun batin dengan tujuan membentuk 
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keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa dan untuk memperoleh keturunan dari pasangan suami istri tersebut.
1
  
Pada masa sekarang ini dikalangan masyarakat Indonesia sering terjadi 
sebelum dilangsungkannya perkawinan dilakukan pembuatan perjanjian 
perkawinan di antara calon mempelai pria dan wanita. Perjanjian perkawinan 
tersebut sering juga disebut dengan perjanjian pra nikah atau prenuptial 
agreement yaitu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan 
mengikat kedua belah pihak calon pengantin pria dan wanita yang akan menikah 
tersebut.
2
 
Perjanjian perkawinan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan isinya 
pada umumnya mengatur tentang bagaimana harta kekayaan suami istri akan 
dibagi jika terjadi perceraian, kematian dari salah satu pasangan. Perjanjian ini 
juga pada umumnya memuat bagaimana semua urusan keuangan keluarga akan 
diatur atau ditangani selama pernikahan berlangsung. Secara umum perjanjian 
perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri, atau 
dengan kata lain perjanjian perkawinan dibuat dengan tujuan untuk mengatur 
akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta  kekayaan.
3
 
Perjanjian perkawinan diatur di dalam Pasal 29 ayat (1), (2), (3), dan (4) 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan 
bahwa:   
1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas 
persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh 
pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak 
ketiga tersangkut. 
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas 
hukum agama dan kesusilaan. 
3. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 
                                                          
1
 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), 
hlm. 15 
2
 Mike Dina Danareksa, Perjanjian Pranikah Di Tinjau Dari  Undang-Undang No. 1 
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 Ahmad Rofiq, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo 
Persada, 2006), hlm. 160. 
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4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah 
kecuali bila dari keduabelah pihak ada persetujuan untuk merubah dan 
perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
4
  
Perjanjian perkawinan atau perjanjian pra nikah dikalangan masyarakat 
Indonesia pada umumnya masih terasa asing dan dipandang tabu untuk 
dilaksanakan. Sebagian masyarakat dapat menerima keberadaan perjanjian 
perkawinan tersebut namun banyak pula yang masih belum bisa menerima karena 
dipandang negatif dan menganggap bahwa perjanjian perkawinan atau perjanjian 
pranikah tersebut sebagai sesuatu yang tidak lazim, materialistis, tidak etis dan 
tidak sesuai dengan adat ketimuran. Disamping itu perjanjian perkawinan juga 
dipandang sebagai suatu wujud ketidaktulusan atau adanya maksud tertentu dari 
para calon mempelai sebelum dilaksanakannya suatu perkawinan. 
5
 
Perjanjian perkawinan lahir disebabkan oleh beberapa hal diantaranya 
adalah: 
1. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu 
pihak dari pada pihak yang lain. 
2. Kedua belah pihak masing-masing membawa harta bawaan yang cukup besar. 
3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri sehingga apabila salah satu jatuh 
pailit yang lain tidak ikut menanggung kepailitan tersebut. 
4. Karena adanya hutang-hutang yang mereka buat sebelum dilangsungkannya 
perkawinan sehingga masing-masing akan bertanggungjawab atas hutang-
hutang tersebut secara pribadi.
6
   
Pasal 49 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, 
“Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang 
dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-
masing selama perkawinan”. Pasal 49 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam 
menyebutkan bahwa, “Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) 
dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi hanya terbatas pada 
                                                          
4
 Heppy Susanto, Pratek Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan, (Jakarta : Prenada Media, 
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NOVI FAJAR ANGGRAINI | 4 
harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga 
percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan 
atau sebaliknya”.  
Perjanjian perkawinan di dalam hukum Islam mempunyai syarat-syarat 
tertentu yakni perjanjian perkawinan yang dibuat itu tidak bertentangan dengan 
syari’at Islam atau hakikat perkawinan. Jika syarat perjanjian yang dibuat 
bertentangan dengan syari’at Islam atau hakikat perkawinan apapun bentuk 
perjanjian perkawinan tersebut maka perjanjian itu tidak sah, dan tidak perlu 
diikuti sedangkan akad nikahnya sendiri tetap sah. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa perjanjian perkawinan dikalangan masyarakat Islam dapat 
dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah dan syari’at 
yang terdapat dalam hukum Islam.  
Meskipun di dalam hukum Islam dihalalkan membuat perjanjian 
perkawinan atau perjanjian pra nikah sebelum dilangsungkannya perkawinan oleh 
pasangan calon suami istri. Namun pada prakteknya dikalangan masyarakat 
Warga Negara Indonesia  (WNI) Islam di Indonesia pada umumnya dan di kota 
Medan pada khususnya perjanjian perkawinan tersebut jarang dilaksanakan oleh 
pasangan calon suami istri WNI Islam tersebut. Hal ini disebabkan karena 
pandangan masyarakat khususnya di kalangan WNI Islam tentang perjanjian 
perkawinan yang dipandang negatif dan tabu untuk dilaksanakan.
7
 
Dalam masyarakat WNI Islam perjanjian perkawinan di pandang kurang 
etis dan tidak sesuai dengan budaya orang timur, karena perjanjian perkawinan di 
pandang sebagai suatu antisipasi perlindungan terhadap harta benda perkawinan 
masing-masing pihak apabila terjadi perceraian diantara pasangan calon suami 
istri tersebut. Pasangan calon suami istri yang membuat perjanjian perkawinan 
dipandang telah menurunkan nilai-nilai kesakralan dari suatu perkawinan karena 
telah berfikir materialistis dan egosentris. Dengan melindungi harta benda 
masing-masing meskipun perkawinan tersebut belum berlangsung. Nilai-nilai 
kebersamaan saling menghasihi dan mencintai tanpa pamrih diantara sesama 
pasangan calon suami istri tersebut dipandang ternodai dan tidak tulus lagi karena 
dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut. Oleh karena itu pelaksanaan perjanjian 
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 Ahmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 
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perkawinan dikalangan WNI Islam di Kota Medan cukup jarang dilaksanakan, 
namun bukan berarti tidak pernah dilakukan.  
 
Perumusan masalah penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pengaturan pembuatan akta perjanjian perkawinan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkawinan? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan yang 
dilakukan oleh WNI Islam? 
3. Bagaimana praktek perjanjian perkawinan di kalangan WNI Islam di Kota 
Medan? 
Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian 
ini ialah  
1. Untuk mengetahui pengaturan pembuatan akta perjanjian perkawinan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang 
perkawinan. 
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan 
yang dilakukan oleh WNI Islam. 
3. Untuk mengetahui praktek perjanjian perkawinan di kalangan WNI Islam di 
Kota Medan. 
 
II. Metode Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada 
penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :  
a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  Peraturan 
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUH Perdata serta Kompilasi Hukum 
Islam (KHI). 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan 
hukum primer, misalnya, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, 
tulisan para ahli, makalah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya 
yang relevan dengan penelitian ini. 
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c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan 
hukum primer dan sekunder untuk memberikan informasi tentang bahan-
bahan sekunder, misamya majalah, surat kabar, kamus hukum, kamus Bahasa 
Indonesia dan website. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah 
menggunakan : metode penelitian kepustakaan (library research). Alat 
pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen untuk memperoleh data 
sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan 
menganalisa data primer, sekunder maupun tertier yang berkaitan dengan 
penelitian ini. Disamping itu penelitian ini juga didukung dengan wawancara 
terhadap Notaris di Kota Medan,  Pemuka Agama di Kecamatan Medan Barat 
Kota Medan, Pemuka Agama di Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, 
Hakim pada Pengadilan Agama Medan, Pegawai Pencatat Nikah Talak dan Rujuk 
Kantor Urusan Agama (KUA) Medan, Staff Bagian Pencatat Perkawinan pada 
Kantor Catatan Sipil (Dinas Kependudukan Kota Medan) yang dalam penelitian 
ini memiliki kapasitas sebagai informan dan narasumber.  
 
III. Hasil Penelitian dan Pembahasan  
Perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkawinan baik Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun dalam Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) adalah sah dilaksanakan dikalangan calon pasangan suami istri yang 
beragama Islam. Dengan demikian dari segi legalitas tidak ada larangan secara 
hukum politik bagi calon pasangan suami istri yang beragama Islam untuk 
membuat suatu perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah sepenjang bentuk 
dan isi dari perjanjian perkawinan tersebut tidak melanggar atau bertentangan 
dengan ketentuan atau syariat yang termuat di dalam hukum Islam.
8
  
Pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian 
adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.  
Namun  demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:  
                                                          
8
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih 4 
Muamalat,  (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007),  hlm. 60 
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1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir lazimnya suatu perjanjian selalu 
didasarkan pada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu terbatas),  
maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara  
otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) menjadi batal perjanjian  
yang telah diadakan para pihak. 
2. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian apabila  salah  satu  pihak  telah  
melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka  
pihak lain yang merasa dirugikan dapat membatalkan perjanjian tersebut.
 9
 
Perjanjian  atau  perikatan  merupakan  suatu kesepakatan manusia dengan 
manusia atau manusia dengan  Allah.  Eksistensinya  dalam  masyarakat tentunya 
memiliki tujuan dan hikmah yaitu perjanjian mengikat sebagai undang-undang 
dan meningkatkan kepastian hukum. Untuk membuat suatu perjanjian  
perkawinan, tidak ada unsur yang bersifat memaksa, artinya apabila salah satu 
pihak tidak menghendaki diadakannya perjanjian perkawinan maka pihak lain 
tidak boleh memaksakan diri untuk mengadakannya. Adapun mengenai isi  
perjanjian,  diserahkan sepenuhnya oleh kedua belah pihak (suami dan istri), akan  
tetapi tetap berpegang pada peraturan yang berlaku artinya para pihak (suami dan  
istri), bebas menentukan isi perjanjian perkawinan dengan melihat batasan-
batasan yang telah  diatur oleh undang-undang dan tidak menghilangkan hak dan 
kewajiban suami istri.  
Jika  pelanggaran  itu  terjadi  pada  perjanjian Perkawinan  bentuk  kedua  
dari Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni perjanjian yang dibuat dan 
lahir  dari  kesepakatan  calon  suami  istri. Apabila dijelaskan  pelanggaran  taklik  
talaq dapat dijadikan alasan  perceraian, demikian pula perjanjian yang bersifat 
kedua belah pihak. Berangkat dari pemikiran ini, jika terjadi pelanggaran  
perjanjian  perkawinan, suami atau istri yang tidak dapat menerima keadaan 
tersebut dapat mengajukan sebagai alasan perceraian. Hanya saja Pengadilan  
tetap harus menitikberatkan pada masalah pokok yaitu status perkawinan suami  
istri tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak. Jika akibat pelanggaran 
perjanjian perkawinan itu telah mengakibatkan retaknya hati dan munculnya  
pertengkaran terus-menerus, pengadilan dapat saja memutuskan dengan 
                                                          
9
 Ahmad Azhar Basyir,  Asas-Asas Hukum Muamalat , (Yogyakarta : UII Press, 2000),  
hal. 99-100.   
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perceraian. Pada  akhirnya alasan perceraian  tetap mengacu pada bentuknya yang 
limitatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 
No. 9 Tahun 1975, yang pada salah satu ayatnya yang berbunyi “Antara suami 
dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan 
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. 
Pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan di kalangan WNI Islam di 
Kota Medan telah dilakukan suatu penelitian, belum pernah dilaksanakan. Hal ini 
disebabkan karena ketidaktahuan maupun ketidakpahaman pasangan suami istri  
tentang apa itu perjanjian perkawinan dan manfaatnya secara nyata dalam 
kehidupan berumah tangga. Disamping itu adanya stigma negatif dari masyarakat 
yang menganggap perjanjian perkawinan adalah suatu hal yang tabu dan 
mencemari kesakralan dari suatu perkawinan, bahkan ada sebagian ulama yang 
menganggap pembuatan perjanjian perkawinan adalah haram hukumnya.
10
 
Secara khusus tata cara pembuatan perjanjian perkawinan dikalangan WNI 
Islam di Kota Medan hingga saat ini belum ada yang melakukannya. Namun 
secara umum di Indonesia ada beberapa masyarakat muslim yang pernah 
melaksanakan perjanjian perkawinan sebelum dilangsungkannya perkawinan 
diantara mereka. Sebagai contoh adalah pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita 
Slavina atau pasangan artis Paula Sorongoinsong dan Onky Alexander. Prosedur 
dan tata cara perjanjian praktek perkawinan bagi kalangan WNI Islam yang 
pernah melaksanakan perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan 
berlangsung maka prosedur dan tata cara perjanjian perkawinan tersebut adalah 
sebagai berikut :  
1. Kedua pasangan suami istri tersebut datang ke kantor notaris untuk membuat 
akta perjanjian perkawinan dalam bentuk akta autentik. 
2. Akta autentik perjanjian perkawinan tersebut dibawa ke Kantor Urusan 
Agama (KUA) oleh kedua pasangan suami istri tersebut dan memberitahukan 
kepada pegawai KUA bahwa sebelum akad nikah berlangsung maka akan 
dilaksanakan terlebih dahulu penandatanganan perjanjian perkawinan oleh 
kedua pasangan suami istri tersebut.  
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 Wawancara dengan Muhammad Anwar Pegawai Pencatat Nikah Talak dan Rujuk 
Kantor Urusan Agama (KUA) Medan, pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2015 pukul 14.30 WIB 
diruang kerjanya. 
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3. KUA mempersiapkan pegawainya untuk menjadi saksi dalam 
penandatanganan akta perjanjian perkawinan tersebut. 
4. Pada saat pelaksanaan akad nikah akta autentik perjanjian perkawinan 
tersebut dibawa oleh pasangan suami istri kehadapan pegawai KUA dan 
sebelum akad nikah dilangsungkan terlebih dahulu dilaksanakan 
penandatanganan akta autentik perjanjian perkawinan tersebut oleh kedua 
pasangan suami istri tersebut, yang disaksikan dan ditandatangani oleh 
pegawai KUA tersebut. 
5. Setelah penandatanganan akta autentik perjanjian perkawinan tersebut maka 
akta autentik perjanjian tersebut didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) 
oleh pegawai KUA tersebut yang bertujuan agar perjanjian perkawinan 
tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak dan juga 
pihak ketiga. 
6. Bagi kalangan non Islam, perjanjian perkawinan pada umumnya juga dibuat 
di dalam bentuk akta autentik notaril dan dibawa ke kantor catatan sipil 
(kantor dinas kependudukan) untuk diberitahukan kepada pegawai dinas 
kependudukan bahwa sebelum perkawinan berlangsung terlebih dahulu 
dilaksanakan penandatanganan akta autentik perjanjian perkawinan tersebut. 
Penandatanganan akta autentik perjanjian perkawinan tersebut disaksikan 
oleh pegawai catatan sipil (pegawai dinas kependudukan) sebagai saksi yang 
juga turut menandatangani akta autentik perjanjian perkawinan tersebut. 
Setelah itu akta autentik perjanjian perkawinan tersebut didaftarkan di kantor 
catatan sipil /di kantor dinas kependudukan setempat. 
Wawancara yang telah dilakukan kepada pasangan calon suami istri yang 
beragama Islam di enam kecamatan di Kota Medan masing-masing di Kecamatan 
Medan Kota, Medan Petisah, Medan Sunggal, Medan Barat, Medan Tuntungan 
dan Medan Timur, tentang pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan bagi 
pasangan calon suami istri yang beragama Islam dari tahun 2012 sampai dengan 
2015 belum pernah dilaksanakan oleh calon pasangan suami istri tersebut.
11
 
Alasan pasangan calon suami istri tidak membuat perjanjian perkawinan adalah 
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 Data Pencatatan Nikah Talak Dan Rujuk Tahun 2012-2015 pada Kantor Urusan Agama 
Medan 
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karena kekurangtahuan mereka tentang perjanjian perkawinan, dan tujuan serta 
manfaat dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut.  
Pasangan calon suami istri yang diwawancarai di 6 (enam) kecamatan 
tersebut masing-masing kecamatan diambil sebagai sampel 5 pasang untuk 
diwawancarai, dan pasangan calon suami istri yang diwawancarai tersebut 
diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi usia dan pendidikan. Jumlah pasangan 
yang diteliti berjumlah 30 (tigapuluh) pasangan, dengan 15 (limabelas) pasangan 
berusia 19-25 tahun dan mempunyai tingkat pendidikan SMA, serta 15 
(limabelas) pasangan berusia > 25 tahun hingga 40 tahun dengan tingkat 
pendidikan minimal D3 dan maksimal S1. Dari hasil wawancara yang dilakukan 
terhadap 15 (limabelas) pasangan yang memiliki klasifikasi usia 19-25 tahun dan 
dengan tingkat pendidikan maksimal SMA para pasangan tersebut disamping 
tidak mengetahui memahami tentang perjanjian perkawinan juga tujuan dan 
manfaatnya, mereka juga berpandangan bahwa perjanjian perkawinan tersebut 
tidak perlu dibuat karena tidak memiliki harta bawaan yang cukup besar yang di 
bawa ke dalam perkawinan mereka. Disamping itu pandangan mereka bahwa 
perjanjian perkawinan tersebut dapat mengganggu hubungan keskralan dan 
keharmonisan suatu perkawinan dan juga mengganggu hubungan kemesraan 
pasangan suami istri. 
 Pembuatan perjanjian perkawinan menunjukkan suatu sikap saling tidak 
percaya dari masing-masing pasangan tersebut dalam memasuki bahtera rumah 
tangga. Menurut mereka perkawinan tersebut yang sebelumnya dilandasi oleh rasa 
cinta yang  tulus dan ikhlas pada masa penjajakan dan pendekatan seharusnya 
pada saat akan memasuki gerbang perkawinan antara pasangan calon suami istri 
tersebut harus pula memiliki sikap saling percaya yang tulus dan ikhlas dengan 
semboyan bahwa harta suami adalah harta istri demikian pula sebaliknya harta 
istri adalah harta suami. Untuk pasangan calon suami istri yang berjumlah 15 
(limabelas) berusia > 25 tahun sampai dengan 40 tahun dengan tingkat pendidikan 
minimal D3 dan maksimal S1 pandangan mereka tentang perjanjian perkawinan, 
bahwa mereka mengetahui tentang adanya perjanjian perkawinan sebelum 
berlangsungnya perkawinan dan juga mengetahui tentang tujuan dan manfaat 
perjanjian perkawinan tersebut. Namun demikian mereka juga memandang 
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perjanjian perkawinan tersebut memiliki tujuan dan manfaat yang baik bagi 
pasangan calon suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Tujuan 
dan manfaat tersebut adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi 
pasangan calon suami istri khususnya mengenai harta benda perkawinan, baik 
harta bawaan masing-masing pihak maupun harta yang diperoleh selama masa 
perkawinan berlangsung. Oleh karena itu apabila terjadi suatu perceraian maka 
sudah ada terlebih dahulu pengaturan mengenai harta benda perkawinan tersebut 
sehingga dalam pembagiannya tidak mengalami suatu konflik atau sengketa, 
bahkan bisa dilakukan dengan jalan musyawarah mufakat tanpa harus menempuh 
proses hukum pada saat terjadinya perceraian. Namun demikian bagi 15 
(limabelas) pasangan calon suami istri yang dilakukan penelitian dengan usia < 
25-40 tahun dan dengan tingkat pendidikan minimal D3 dan maksimal S1 tersebut 
juga memandang bahwa perjanjian perkawinan itu tidak wajib hukumnya untuk 
dibuat sehingga mereka tidak melaksanakan pembuatan perjanjian perkawinan 
sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. 
Dari kedua kelompok pasangan yang diwawancarai tersebut dapat 
dikatakan bahwa pasangan calon suami istri yang berusia 19-25 tahun dan 
memiliki tingkat pendidikan maksimal SMA memandang bahwa perjanjian 
perkawinan sama sekali tidak diketahui dan tidak dipahami baik dari segi istilah, 
tujuan maupun manfaatnya. Di samping itu mereka juga berpandangan bahwa 
perjanjian perkawinan tersebut dapat mengganggu hubungan baik serta 
keharmonisan pasangan calom suami istri tersebut pada saat menjalani kehidupan 
berumah tangga karena adanya perjanjian perkawinan tersebut menunjukkan 
bahwa telah terjadi saling ketidakpercayaan antara pasangan suami istri tersebut 
khususnya dalam hal harta benda perkawinan.  
Hubungan yang dilandasi dengan rasa cinta yang berakhir pada suatu 
perkawinan harus  dilaksanakan secara tulus dan ikhlas tanpa adanya perjanjian-
perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dalam hubungan perkawinan 
tersebut. Harta suami adalah harta istri demikian pula sebaliknya, sehingga 
tercipta suatu hubungan saling percaya, tulus dan ikhlas dalam memberi dan 
menerima diantara pasangan calon suami istri tersebut.  
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Selain itu, bagi pasangan calon suami istri beragama Islam yang berusia 
19-25 tahun dengan tingkat pendidikan maksimal SMA tersebut tidak memahami 
sama sekali tentang arti pentingnya pembuatan perjanjian perkawinan, karena 
tidak memiliki harta bawaan yang cukup besar untuk dibawa ke dalam 
perkawinan. Bahkan menurut pasangan suami istri tersebut bahwa pembuatan 
perjanjian perkawinan tersebut tidak diperlukan karena akan dapat menimbulkan 
sikap saling tidak percaya dan menganggu keharmonisan diantara pasangan calon 
suami istri tersebut. Sedangkan untuk pasangan calon suami istri yang beragama 
Islam dengan usia >25-40 tahun dengan tingkat pendidikan minimal D3 dan 
maksimal S1 hasil wawancara terhadap pasangan tersebut bahwa mereka 
mengetahui tentang pembuatan perjanjian perkawinan, namun tidak memahami 
secara mendalam tentang arti pentingnya dari pembuatan perjanjian perkawinan 
tersebut. Pandangan lainnya dari pasangan tersebut adalah bahwa perjanjian 
perkawinan memiliki manfaat yang baik apabila dilaksanakan, namun karena di 
dalam hukum Islam pembuatan perjanjian perkawinan tidak wajib hukumnya 
maka kelompok pasangan tersebut tidak melaksanakannya.  
Untuk masyarakat WNI Non Islam di Kota Medan yang melaksanakan 
perjanjian perkawinan di Kantor Catatan Sipil (Kantor Dinas Kependudukan Kota 
Medan) berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2012 tercatat ada 6 
(enam) pasangan calon suami istri dari kalangan masyarakat WNI Non Islam yang 
melaksanakan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan, dan 
keenam pasangan tersebut membuat perjanjian perkawinan dengan menggunakan 
akta autentik notaris. Keenam pasangan tersebut rata-rata bersuai di atas 25 tahun 
hingga 25 tahun, dan memiliki jenjang pendidikan diantara D3 hingga S1. Pada 
tahun 2013 ada 8 (delapan) pasangan dari masyarakat WNI Non Islam yang 
melakukan perjanjian dengan menggunakan akta notaris sebelum perkawinan 
dilangsungkan dan pasangan tersebut berusia di atas 25 tahun hingga 35 tahun dan 
memiliki jenjang pendidikan  S1 hingga S1. Pada tahun 2014 tercatat ada tujuh 
pasangan WNI Non Islam yang melakukan perjanjian perkawinan di kantor 
catatan sipil  (Dinas Kependudukan Kota Medan) yang memiliki usia 25 hingga 
40 tahun dan memiliki jenjang pendidikan S1 hingga S1. Sedangkan untuk tahun 
2015 tercatat hingga bulan Juni ada 5 pasangan yang melakukan perjanjian 
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perkawinan dengan menggunakan akta notaris dan memiliki jenjang pendidikan 
S1 hingga S1 di kantor catatan sipil (Dinas Kependudukan Kota Medan).
12
 
 Selanjutnya, dapat dikatakan untuk WNI Non Islam yang berada di Kota 
Medan yang melakukan perjanjian perkawinan sebelum dilaksanakanya 
perkawinan dari tahun 2012 hingga tahun 2015 berjumlah 26 pasangan, dan rata-
rata pasangan yang membuat perjanjian perkawinan tersebut adalah pasangan 
yang berusia di atas 25 tahun hingga 40 tahun dan memiliki jenjang pendidikan  
diantara D3 hingga S1. Sebagai perbandingan antara WNI Islam dan WNI Non 
Islam di Kota Medan dalam pelaksanaan di Koat Medan dari tahun 2012 hingga 
2015, dari segi persamaan yaitu bagi WNI Islam di Kota Medan yang telah 
mengetahui dan memahami tentang adanya perjanjian perkawinan beserta 
manfaatnya adalah pasangan calon suami istri yang berusia 25 hingga 40 tahun 
dan memiliki jenjang pendidikan antara D3 hingga S1.
13
 
 Namun demikian karena di dalam hukum Islam tidak diwajibkan dalam 
melaksanakan perjanjian perkawinan maka pasangan tersebut tidak melaksanakan 
perjanjian perkawinan tersebut. Berbeda halnya dengan pasangan WNI Non Islam 
yang berusia 25 hingga 40 tahun dan memiliki jenjang pendidikan antara D3 
hingga S1 yang juga telah mengetahui dan memahami tentang perjanjian 
perkawinan serta manfaatnya, namun hanya 26 pasangan suami istri WNI Non 
Islam  di Kota Medan yang melaksanakan perjanjian perkawinan tersebut sebelum 
pelaksanaan perkawinan dilaksanakan.  
  
IV. Kesimpulan dan Saran 
A. Kesimpulan  
1. Pengaturan pembuatan akta perjanjian perkawinan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di bidang perkawinan di muat di dalam 
Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga di dalam Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) khususnya termuat di dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 
                                                          
12
 Wawancara dengan Ibu Deun Harahap Staff Bagian Pencatat Perkawinan pada Kantor 
Catatan Sipil (Dinas Kependudukan Kota Medan) pada hari 9 November 2015 pukul 15.00 WIB 
13
 Ibid.  
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KHI dan di dalam KUH Perdata pada Bab VII Pasal 139 sampai dengan Pasal 
154 yang pada intinya mengatur tentang pelaksanaan perjanjian perkawinan 
yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan berdasarkan 
persetujuan bersama kedua belah pihak pasangan suami istri dan dibuat 
secara tertulis, serta tidak dapat diubah sama sekali atau dapat diubah dengan 
adanya persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan yang telah 
dibuat tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung dan perjanjian 
perkawinan tersebut harus dicatatkan pada kantor pendaftaran pencatatan 
perkawinan di kantor urusan agama bagi yang beragama Islam dan di Kantor 
Catatan Sipil yang beragama non-Islam. Disamping itu perjanjian perkawinan 
tidak dapat disahkan apabila isinya melanggar batas-batas hukum agama dan 
kesusilaan. 
2. Pandangan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh 
WNI Islam adalah sah dilaksanakan dan memiliki legalitas serta kekuatan 
hukum sepanjang isi perjanjian perkawinan tersebut tidak bertentangan 
dengan ketentuan dan syariat yang terdapat dalam hukum Islam yang berasal 
dari ketentuan dan syariat dari Allah SWT. Namun apabila isi dari perjanjian 
perkawinan itu bertentangan dengan ketentuan dan syariat yang terdapat 
dalam hukum Islam yang berasal dari ketentuan dan syariat Allah SWT maka 
perjanjian perkawinana tersebut dipandang tidak sah atau haram hukumnya. 
Demikian pula halnya dalam KHI bahwa pembuatan perjanjian perkawinan 
dipandang sah dan memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak bertentangan 
dengan ketentan dan syariat agama Islam. Namun apabila isi perjanjian 
perkawinan tersebut bertentangan dengan ketentuan dan syariat agama Islam 
maka perjanjian perkawinan tersebut dipandang tidak sah dan tidak dapat 
dicatatkan pada kantor Pencatatan Pernikahan di KUA. 
3. Pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan di kalangan WNI Islam di 
Kota Medan dari tahun 2012-2015 berdasarkan data Kantor Pencatatan 
Pernikahan di KUA Medan belum pernah dilaksanakan oleh pasangan calon 
suami istri.  Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap pasangan calon 
suami istri yang beragama Islam di kota Medan, diklasifikasikan berdasarkan 
dua kelompok yaitu kelompok calon pasangan suami istri yang berusia 19-25 
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tahun dengan tingkat pendidikan maksimal SMA dan kelompok pasangan 
dengan klasifikasi usia > 25-40 tahun dengan tingkat pendidikan minimal D3 
dan maksimal S1 dimana pada kelompok pertama usia 19-25 tahun tidak 
dilaksanakannya perjanjian perkawinan tersebut diakibatkan karena 
ketidaktahuan mereka sama sekali tentang adanya perjanjian perkawinan 
tersebut. Di samping itu mereka juga tidak memahami sama sekali tentang 
tujuan dan manfaatnya dibuatnya perjanjian perkawinannya tersebut sebelum 
berlangsungnya atau pada saat dilaksanakannya perkawinan tersebut. 
Sedangkan dari hasil wawancara pada kelompok kedua yaitu kelompok 
pasangan calon suami istri yang berusia > 25-40 tahun dengan tingkat 
pendidikan minimal D3 dan maksimal S1, mereka berpandangan tidak 
dilaksanakannya perjanjian perkawinan karena di dalam hukum Islam tidak 
wajib hukumnya. Namun demikian menurut pandangan mereka mengetahui 
tentang adanya perjanjian perkawinan namun tidak memahami secara 
mendalam tentang tujuan dan manfaat perjanjian perkawinan tersebut. Untuk 
kalangan WNI non Islam yang melakukan perjanjian perkawinan hanyalah 
pasangan yang telah berusia di atas 25 hingga 45 tahun dan memiliki jenjang 
pendidikan antara D3 hingga S1, dari tahun 2012 hingga tahun 2015 tercatat 
ada 26 pasangan suami istri yang melaksanakan perjanjian perkawinan 
sebelum perkawinan berlangsung.   
 
B.  Saran 
1. Hendaknya pegawai pencatat nikah talak dan rujuk pada Kantor Urusan 
Agama (KUA) Medan melakukan sosialisasi terhadap perjanjian perkawinan 
kepada masyarakat WNI Islam di Kota Medan tentang pelaksanaan perjanjian 
perkawinan yang halal untuk dilaksanakan karena memiliki pengaturan 
hukum yang jelas baik dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, dalam KHI dan juga tidak diharamkan dalam Hukum Islam, 
sehingga tidak ada lagi keraguan atau pandangan negatif masyarakat WNI 
Islam di Kota Medan terhadap perjanjian perkawinan. Hal ini dimaksudkan 
agar calon pasangan suami istri WNI Islam di Kota Medan memahami dan 
mengetahui secara lebih luas tentang makna, tujuan dan manfaat perjanjian 
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perkawinan serta dapat mengenyampingkan pandangan negatif kepada 
masyarakat terhadap perjanjian perkawinan tersebut. 
2. Hendaknya tujuan dan manfaat pembuatan perjanjian perkawinan dapat 
dilaksanakan oleh pasangan calon suami istri yang beragama Islam di Kota 
Medan khususnya bagi yang telah mengetahui tujuan dan manfaatnya 
sehingga pandangan negatif masyarakat terhadap perjanjian perkawinan 
tersebut berupa bahwa perjanjian perkawinan merupakan budaya barat yang 
diharamkan oleh Islam, dan perjanjian perkawinan membuat hubungan antara 
calon pasangan suami istri menjadi tidak lagi tulus dan ikhlas karena adanya 
unsur materialistis dalam perjanjian tersebut, perlahan-lahan dapat berubah 
menjadi pandangan positif tentang arti pentingnya perjanjian perkawinan 
dalam mengatur tidak hanya harta benda perkawinan dari calon pasangan 
suami istri baik harta bawaan maupun harta gono gini yang diperoleh semasa 
perkawinan agar tercipta kepastian hukum dalam hal penguasaan dan 
penggunaan harta tersebut baik selama masa perkawinan maupun apabila 
perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian, tetapi juga mengatur 
hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami istri termasuk 
anak-anak yang akan dilahirkan dalam perkawinan tersebut, sehingga 
pandangan negatif tersebut berubah menjadi positif dan masyarakat 
menyetujui dilaksanakannya perjanjian perkawinan sebelum 
dilangsungkannya perkawinan dikalangan masyarakat muslim di Kota Medan 
pada khususnya. 
3. Hendaknya pegawai pencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) 
menyediakan waktu khusus untuk memberikan saran / masukan berupa 
konseling kepada tiap-tiap pasangan calon suami istri yang akan menikah 
tentang arti pentingnya pembuatan perjanjian perkawinan dari segi tujuan dan 
manfaatnya khususnya dalam memberikan perlindungan dan kepastian 
hukum kepada masing-masing calon  pasangan terhadap terhadap harta benda 
perkawinan mereka baik harta bawaan masing-masing maupun harta yang 
diperoleh selama masa perkawinan serta manfaat dari sisi tata cara pergaulan 
dalam menempuh kehidupan rumah tangga yang baik dan benar sehingga 
dapat menjadi suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. 
NOVI FAJAR ANGGRAINI | 17 
Pemberian konseling oleh pegawai pencatatan pernikahan di Kantor KUA 
tersebut hendaknya dilakukan dalam waktu yang khusus pada saat pasangan 
suami istri tersebut datang ke Kantor KUA untuk melaporkan tentang 
pelaksanaan pernikahan mereka.  
 
 
V. Daftar Pustaka  
 
Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam 
Fiqih 4 Muamalat,  Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007 
 
Basyir, Ahmad Azhar,  Asas-Asas Hukum Muamalat,Yogyakarta : UII Press, 2000  
 
Danareksa, Mike Dina, Perjanjian Pranikah Di Tinjau Dari  Undang-Undang No. 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bandung  : Bumi Aksara, 2006 
 
Kuzari, Ahmad, Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006 
 
Prawirohamidjojo, Soetojo, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan 
di Indonesia, Surabaya : Airlangga University Press, 2003 
 
Rofiq, Ahmad, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo 
Persada, 2006 
 
Saleh, K. Wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia, 
2004 
 
Susanto, Heppy, Pratek Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan, Jakarta : Prenada 
Media, 2008Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang 
Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Bandung : Sumur, 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
